PRADUGA TAK BERSALAH
DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

(Oleh: MAS’AD MA’SUM S.H.).

PENDAHULUAN

Praduga tak bersalah yang artinya = bahwa setiap orang itu harus
dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan di muka sidang
pengadilan, adalah suatu asas yang sangat penting bagi kehidupan ber-
masyarakat. Sebab dengan asas itu antara lain diharapkan orang akan
dapat hidup saling percaya mempercayai antara yang satu dengan yang
lainnya dan tidak saling curiga-mencurigai antara warga yang satu dengan
warga yang lain dalam masyarakat itu dan lain-lain.

Asas ini yang merupakan salah satu daripada bermacam-macam h‘ak
asasi yang dipunyai manusia, sebenarnya sudah ada semenjak manusia itu
ada di dunia ini, dan tidak dapat dilepaskan dari padanya. Tetapi dalaz.n
kenyataannya seperti hak-hak asasi yang lain yang dimiliki setiap manusia
sering diabaikan oleh manusia itu sendiri.

Di dalam per undang-undangan negard kitapun asas itu sudah dike_nal,
misalnya di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan juga
di dalam Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia 1950 dan

lain-lain,
Asas inj adalah sangat penting terutama dalam hubungannya dengan praktek-
praktek pemeriksaan suatu perkara pidana baik pemeriksaan pendahuluan

(voor onderzoek) maupun pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Ber-

I_mb“ng dengan itulah penulis ingin membahas asas praduga tak bersalah
ini dalam hubungannya dengan hukum positif dan di dalam praktek-
Praktek pemeriksaan terhadap seseorang Yang disangka telah melakukan
Perbuatan pidana oleh para petugas yang mendapat wewenang untuk me-
lakukan pemeriksaan itu.

Maka untuk memudahkan pembahasannya tulisan ini dibag!
bab-bab sebagai berikut:
L. Pengertian Hukum Positif.
2. Hakhak Asasi manusia dan Tertib Hukum.
3. Ketentuan perundang-undangan tentang asas
dan pelaksanaannya dalam praktek.
Kesimpulan-kesimpulan.

dalam

pmduga tak bersalah

4.
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L PENGERTIAN HUKUM DAN HUKUM POSITIP.

bahkan

Semenjak manusia mengenal hukum sampai saat Seﬁ;a?fk permal
mungkin sampai akhir zaman nantj belum pernah dan mUﬂgﬂJ yang dapat
dicapai kesepakatan mengenai batasan dari pada hukum 1-_ilentiny3 dan
memuaskan semua pihak, meskipun para sarjana tiada henti i 10
telah lama mencari dan terus akan mencari batasan tentang 1 Rech.
Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe vo
Kata Immanuel Kant.

Di negara kita inj
apakah hukum ity
Besar Fakultas Hy
tentang tidak

ki

ntang
Pun para sarjana masih selalu be1'tﬂ“3’a'tanyan;e Gurt
Misalnya Prof. Ny. Ani Abas Manopo seor takan
kum Universitas Sumatera Utara di Medan‘me?_iiut:
Jelasnya pengertian daripada hukum itu sebagai be

..................

. egard
Republik Indonesia dicanangkan sebagai suatl‘:u; Iﬁu-
ukum. Harus jelag apa yang dimaksud dengan negara hu'adi harus
Harus jelas apa yang menjadi ciri dari suatu negara hukum. ]
g bangsa Indonesia,

djmaksud
Menurut hemat Saya, kalau sudah jelas apa yang -
dengan hyky i i

jelas artinya ba

hui apa Yang haryg

%
m?P
ngungkan dap diucapkan oleh .Okl;;ne ,
o Tl pemimpin Masyarakat, peristiwa mana leb]h. ay b
m;l bahwa Indonesiy adalah gyg¢y, negara kekuasaan. Siaster]akU
MPunyai kekyasa i hard
ata tidaye 1 an, dia yang Menentukan apa yang

ber”
E;ukur:i mempunyg; Pengertia Yang sangy¢ luas, Hukum terdapat &' "5
- l;’nana ana, i Setiap Pergaulan hidup manusia, di kalan%tanoleh
gang, | uruh, gury gay Anlain bahyg, g kalangan para penjah? a
Iena ity gejala-gejaly daripagy hukum nglat .
berbagaj Macam bentyy reali
biasaan kebias

; - > a pu an : utllsaﬂ_ 18
Pejabat-pejabat tertenty emahy iag S1;"ce)fbentuk keputusan-kep Ko

agai Bupati, Gubernur,
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Rektor, Dekan ataupun pemimpin-pemimpin rakyat dan lain-lain, dan ada
pula yang berbentuk undang-undang. Karena itu maka sering terjadi salah
faham dan orang mengira bahwa hukum itu ialah undang-undang, dan ada
yang mengira bahwa hukum itu ya keputusan hakim itulah, dan sebagainya
dan sebagainya. 2)

Sebenarnya hukum bukanlah undang-undang dan bukan pula keputus-
an-keputusan hakim dan sebagainya dan sebaliknya, undang-undang dan
sebagainya itu bukanlah hukum melainkan ia hanyalah gejala-gejala hukum.
Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum Jerman yang terkenal mengajar-
kan di dalam bukunya Rechts philosophie bahwa suatu undang-undang baru
mempunyai nilai hukum jika dipenul: tiga syarat/unsur-unsur di bawah ini:

1. adanya unsur Gerechtigkeit. (keadilan)
2. adanya unsur Zweckmaessigkeit. (kegunaan)
3. adanya unsur Sicherheit. (kepastian)

Jika Ketiga unsur itu tidak terdapat dalam suatu undang-undang, maka
undang-undang yang bersangkutan itu tidak dapat disebut hukum.
2am kenyataan sering kita jumpai suatu undang-undang itu tidak mengan-
dung ketiga-tiga unsur itu, dan unsur yang sering ketinggalan ialah justru
Unsur yang pertama itu. Malahan kadang-kadang ada undang-undang itu
yang hanya mempunyai unsur yang kedua saja. Sebagai contoh, misalny"a
UU no. 11/1963. UU ini adalah warisan dari ORLA, dan pada waktu 12
dilahirkan oleh ORLA itu belum bemama undang-undang melainkan ber-
lama  penetapan Presiden (penpres) kemudian oleh ORBA ia dipungut
(dladopSi) dan diberi nama undang-undang berdasarkan pasal 2 UU no. 5/
59 (LN no. 36/1969). UU no. 11/1963 Pnp ini mempunyai manfaat/
Kegunaan bagi memelihara stabilitas ekonomi dan keamanan bagi negara,
*1api tidak memberi jaminan bagi yang menyatakan pendapat yang berbeda
ey penguasa seperti yang dikehendaki pasal 28 UUD 45, yang merupa-
D hak asasi manusia (lihat pasal 1 ayat 1 sub b. UU no. 11/1963 PNP).
e setiap apa saja yang dirasakan tidak menyenangkan bagi penguasd,
1/ fat dipandang sebagai merongrong kewibawaan pemerintah menurut p]z;.)zarll
unt b. tersebut. Undang-Undang yang tidak adil bumlm hukmgi. o
UkUUk menguji apakah undang-undang itu adil atau tidak, %mrus p :
TN tentang keadilan yang berlaku di luar undang-undang itu. Deml.klan
emg.lebih dikatakan oleh Kranenburg: “Er mOEt ..ccocomeemwce bUItecIL
e POsitive normen noodzakelyk iet anders zyn, een maatstaf voor 1€ ‘
| Onrecht, waaraan die positive normen worden getoetst”. ) e
o T®Na sangat juasnya lapangan hukum itulah maka van Apeld.oomkarena
Hdt?rgng untuk tidak memberi batasan/definisi tentang hukum itu, oo
d?ﬁmm itu akan menyesatkan orang-orang yang akan belajar hukt-lm. di: s
di dalam definisi itu unsur-unsur yang banyak sekali dari hukum 1_tu am-
dalam rumusan yang pendek, sehingga tidak dapat memberikan g3
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! liau
kipun be
; lengkap. Mes
tang hukum itu secara 4)
baradnjn-y:;izelﬁ:naﬁgkﬂa tenl:uahgwa definisi itu ada manfaatnya
sen

g-
isi itu dalam men
definisi itu 4 ity
i i imanapun Kkurang lengkapnya un defind :
Bagbaﬂekzihskegzga;myanz sebenarnya daripada humm;mim;endalaﬂﬁ ﬂml;
B t diperlukan. Terutama bagi mereka yang baru aki U tidak lengka?
flflft?m Sebab dengan mengetahui batas-batas itu (meskip

; daerah
i lebi eta dar
setidak-tidaknya mereka telah mengenali lebih dahulu p
kerjanya sebelum mempelajari lebih mendalam.

ya
3 da khususn.
Dikalangan para sarjana hukum g Indonesia dan negeri Belan

isi yang 127
dan Eropa kontinental pada umumnya terdapat S“atl;md;f; itu digambiira
mereka pakai begitu saja tentang hukum itu di man_a tingkah lak manu
kan sebagai rangkaian forma-norma yang menguasai
dalam hidup bermasyarakat 5) _ tara lain bah"":’1
Meskipun definisi ity banyak juga kelemahan{lya, yaitu anman il dengat
pernah dikenal pergaulan hidup aﬂtf“m bermﬂs)'aralm’
nya, tetapi tidak dapat dinamakan hxdlfp Ksud ity § =
toch juga di 1 oleh hukum, Pergaulan hidup yang dima
Pergaulan antary budak belian den

bunyai status sepq.
pelafalan g bawah inj y
ugeran, yang menjadi dgs

. v
i ia Dda = ﬂlﬂh
» . - tadl 1
8 orang. Yang lehih baik daripada definisi

. [aﬂgkalan
ang menyatakan bahwa hukum ‘alahmrih. 6
Ar daripada tata dajam perhubungan p | perht
ai
Sebab nyatany, hukum jt, hanya menjadi gasar atau menguas
bungan Pamrih saj, tidak

ung
: erhub
Menguasaj pethubungan yang lainnya (p

an EUYUb/GemeiImchaft) juga.

Norma-normg

.Iugeran-ugeran itu adakalan
Perundang.un gy, i

ator®”

Ya terdapat di dalam p:n Yang.

Undangan, baik yang berdir sendiri (tersendiri) mwl;“,;nias3 i)

I Suaty kodivikag; dan ada pula yang terdapat di dal%m-spro By ,

: biasaan—kebiasaan di Péngadilan-pengadilan (Ju = ana B }Bw

dap lain-Jajn an kareng NOma-nory, atau ugeran-ugeran dari M ratV”

gejala hukup, menampakkan diri ity g4, yaﬁg terdapat di dalam PZ* i

Peraturan gap 4, oo o8 erdapat i dalam obinsagn. kebiasail:
oleh para Sarjana ), di

. I
; antara hukum yang tertulis &7 - g0
tertulis, g Positif ja]ah

g
Norma-norma atau bugrt:;:’;yarglﬂ‘
Exah laku map g ulan hidup be
Suaty tempat dan Pada d;:;g:erjalan- Iﬂgp
um_j dibedaiyy, tara yay tertulis dan yang tidaki’e‘daaﬂ
:tuug Igosltlfpun ada yapng tertulig yadf yangu]tlidak tertulis, (I.Jem.’l)
®rdasarkan Causa efficieng daripagy berlakunya hukum it®

-
.



II. HAK-HAK ASASI MANUSIA DAN TERTIB UMUM.

Kurapg 1§bih tiga puluh tiga tahun yang lalu atau tepatnya 10-12-1948,
gzra duta da.n bangsa-bangsa yang modemn dan beradab yang tergabung
I'clm‘Persenkatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berkumpul di kota Paris
(Prancis). Mereka bersama-sama telah menanda tangani suatu piagam yang
znga?f penting mengenai hak-hak asasi manusia. Dalam piagam mana telah
b*;klll Sel?enuhnya keluhuran martabat hidup manusia, dan diakui pula
dfl wa setiap manusia itu mempunyai hak-hak yang sama yang tidak dapat
ter?tpasm (unalienable) dari padanya. Piagam ini terkenal sebagai deklarasi
m ang hak-hak asasi manusia (The Universal declaration of human rights).
4 ngak'u;m terhadap adanya hak dan kesamaan hak bagi setiap orang itu
emudian pada tanggal 22 Maret 1978 dikukuhkan kembali oleh rakyat
Indonesia melalui wakilnya dalam MPR dan dirumuskan di dalam “Era
Prasetia Pancakarsa”, yang antara lain dinyatakan sebagai berikut:

"Dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia diakui
dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama
hak dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku,
keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial,
wama kulit, dan sebagainya. Karena itu dikembangkanlah sikap saling
mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan “tepo seliro”,

serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. . Sl
Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tngel

nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan,
sebagainya.
(-~ Tap. MPR no. II/MPR/1978. Tentang Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Panca Sila.)
Pengakuan PBB terhadap hak-hak asasi manusia it
sangat penting bagi kehidupan manusia itu untuk masa selanjutnya. S'eb'ab.
fyatanya meskipun manusia itu semenjak diciptakan Tuhan di dunia it
tolah dilengkapi dengan hak-hak itu, namun panyak sekali manusia y2ng tidak
::E:Iti dan tidak bebas menggunakan hak-haknya, bahkan ada y.anhgaks-ama
tidak diakui bahwa mereka sebenarnyd Juga mempunyai
35231 itu, Ini semua adalah merupakan akibat dari adanys dan penggunaan

dari hak-hak itu sendiri.

u mempunyai arti yang

nal hidup bernegard,

Semenjak manusia menge
ri warga negara denga

Pertentangan antara hak-hak da : .
Pemerintah/penguasa yang ditugaskah menyelenggarakan a5 umIJI;; :;:a
melihara kehidupan bersama. Rakyat/warga togara mengmgllll_(l:n ehiflgga
kehidupan bersama mereka itu dapat terpelihara dengan balh ks-halcnya
tidak ada pertentangan diantara mereka itu dalam menggunakan 12
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. . en e-
i ereka membentuk suatu badan yang d_ls_era]u tug;lssebmut ge
Untuk itu m rtib umum itu, dan badan inj yang blasanyfa ol
leng_ga;akaﬂ 5 la dalam me;ljalankan kewajibannya itu sering ntlz ik
menntah/per'lguals‘:yatlwarga negara itu, hanya saja pelanggaran i o
h?k-hak e ‘r:1n a penguasa menangkap/menahanlmenghukgm qr@f;emni
d{halalkant' ;:,dhls me}iakrl)lkan gangguan terhadap tertib umum itu, llanlll iy
e flah melanggar hak asasi dari orang itu, karena te i
ﬁla].rglug;sa?x kimerdekaannya. Pertentangan ini akan terus bZFI?ug:l;ﬂiﬁ Vs
ia itu hidup. Sebab tidak ada seorang manusiapun di deia
E::Iv':sl]ljdllj; ll;leinpasyarakatfbemegara, dan hidup bersama itu ksilzllcualzlaupun
lukan tata, dan tata inj berarti pembatasan/pengurangaq ha -Sejarah i
kebebasan dari warga masyarakat/negara itu. dan sel‘)agamﬁ.r‘a g
hak asasi manusia memang tidak lain danpadzf sejar'ah. 'di b
sekaligus pertentangan antarg kepentingan-kepentmgafl mdlkv;n paas
rakat/negara, Pernyataan hak asasi pertama yang dlcetuig el
Inggeris yang termuat di dalam piagam Magna Charta 12_ \k e
disusul dengan Bill of Rights 1683 adalah merupakan hasil 13 dingan i
Sama dan pertentangan antary para bar‘1gsawan Inggen_s (as

-hak
Amerika disyahkan tahun 1789, hak

; bkat
amnya. Hal mapg hampir saja menyebab¥
konstitusj ity tidak jadi disyahkan. B

C o o lagl
Mudian sesudah selegaj perang sipil, ditamb

_orang
ang menjamin Persamaan hak antara Orazrgnende‘
kulit putih dan hitam, Diantara hak-hak asasi yang terdapat dalam

r-
an pe
men ity Yang berta]tan rang yang dlsangka melai?‘lfk—' VIII’
buatan pidana ialah sepe but dalam amendemen ke

¥ i
i perikV
ditambah deng (1868) antara lain sebagai b

dengan haxk 0

It yang terge
ANl amendemen Xiv
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1. Penahanan atau penggeledahan hanya dapat dilakukan jika ada perintah
hakim.,

2. Seseorang tidak boleh diajukan ke muka pengadilan untuk kedua kali-
nya dalam perkara yang itu juga (ne bis in idem).

3.  Omang tidak boleh disuruh membuktikan bahwa dirinya tidak ber-
salah (pembuktian terbalik).

4. Setiap orang yang disangka melakukan kejahatan berhak untuk di-
bela perkaranya oleh advokat/barrister. ;

5. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, jujur, terbuka dan obyektif.

6.  Hak untuk mengkonfrontir dengan saksi-saksi yang digunakan untuk

membuktikan kesalahannya (cross examenation).

Hak untuk menghadapkan saksi-saksi a de Charge.

8.  Hak untuk diberi tahu lebih dahulu perkara yang dituduhkan dan
sebagainya dan sebagainya.

Di samping itu dalam amendemen IX disebutkan bahwa di samping hak-

hak itu (yang telah disebut dalam amendemen) masih ada hak-hak asasi

Yang tidak disebutkan, dan itupun diakui pula.

Di Indonesia hak-hak asasi itu dahulu diatur agak lengkap di dalam
Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yaitu di dalam bab I bagian V
(Tentang hak-hak dan kebebasan dasar manusia, yang terdiri dari 28 pasal)
dan beberapa pasal di dalam bahagian V1. Sebelum UUD 1950 itu berlaku
hf’k'hak itu diatur di dalam Konstitusi RIS 1949. Diantara hak-hak yang
dfat“[ dalam UUDS itu ialah hak bagi setiap orang (yang dituntut) ‘fﬂt“k
dlanggap tidak bersalah sampai kesalahan itu dibuktikan dimuka 51da_ng.
Pengadilan. Inilah yang dikenal dengan asas Praduga tak bersalah. Asas 1ni
dirumuskan di dalam pasal 14/ayat 1 UUDS 1950 sehagai berikut:

Pasal 14/1 yups,
Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan peristiwa
Pidana, berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahan-
Nya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum
yang berlaku, dan di dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang
telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan. 8)

fﬁ:ﬁ ;etapi semenjak dikeluarkannya dekrit 5 Juli 1959 UUDS itlljuslx)xd:l;

ini hy erlaku lagi dan digantikan dengan UUD 1945. Di df'ilam Dg

sehin Nya terdapat § pasal yang mengatur tentang hak-hak dari warga n gadak,
882 banyak hak-hak yang terdapat di dalam UUDS 1950, tetapl ti

terdapat di dalam UUD 45. Sehingga timbul pertanyaan: Apakah dex_igan
sekarang tidak

gfmﬂ_dan hak-hak yang terdapat di dalam UUDS 1950 itu

MakUI lagl‘? .

hlflilﬂpun UUDS 1950 itu kini sudah tidak berlaku lagi,
UM positif hak-hak itu tetap berlaku. Ini adalah merupaka

~

namun sebagal
n konsekwens
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: UuD 45,
sebagai negara hukum seperti yang tercantum dalar(ril P:Egz];kszﬁ oleh pasal
dan sebagai negara yang berkedaulatan rakyat seperti dim ngakui hak-hak
1/2 UUD 45. Sebab penyebutan negara hukum tanpa me enyebutan ko
asasi daripada warga negaranya hanyalah akan merupakan pota Perserikit:
song saja. Lagipula negara Indonesia sebagai salah satu aﬂg%S 41 Declaration
an Bangsa-Bangsa tentunya terikat dengan piagam The Unive bangsa kitd
of human Rights 1948 itu. Di samping ity tentunya supaya sendirinya
dipandang sebagai bangsa yang modemn dan beradab, dengan
kita harus mengakui hak asasi manusia itu,  bersalh
IM.  Ketentuan perundang-undangan tentang asas praduga ta

dan pelaksanaannya dalam praktek.

Ketentuan hukum tentan
dapat dalam Pasal 14/1 UUDS |

di dalam pagsa] g UU no. 14
Kehakiman), Pasal ity berbu

Pasal 8 yy 14/1970.

in ter
& asas praduga tak bersalah 1 Seil;ldﬂpat
950 seperti yang tersebut tadJ,Juilzekuasaan
thn. 1970 (Tentang Pokok-Pokok

nyi sebagai berikut:

Putusan pengy

erole
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kekuatan hy

um yang tetap,

kem
bersalah Ketentuan yang sama kita jumpal m act
d3 dalam Penjelasan Umum syp ¢ Rancangan undang-undang huku ]
pidana yang telap disetyj

Ui untyk dij

DPR
Jadikan undang-undang oleh
pada tanggal 23 September 1981.

ng
tali tentuan hukum acara Pidana, terutama yah 1
alian c?engan t Pengusutan dap, Penuntutan yang di dalam StiSi)‘
acara pidang dinamaky,, juga tindakap

Yaitu tip,

ol VU
kepolisian kehakiman (polis ¥
tugas untyj mengusut suatu per naant h

mUm), yang i dalam pelaksa

an n p a
dalam Wwa n un Y&7
Sk mb Wl pe gusut biasa. Ada P di
4 pe 6 P
pasal 53 aya 1y antu jt

dakan-tinda .
dibebankan kﬂn/tugas

isebut
4 1alah para pejabat yang ﬁlj gistrk
: Yaitu Kepaly gistrs na), kep ¢
camaF), Pegawai kepolisjap, YI:m %lestﬂ:i (\Z‘id‘:ekzlmng.kuraﬂ
mantrj polisi, Pegawaj Polisj yang ge o i
dengan Persetujuap Gub

AW

Gara khusyg ditunjuk oleh Jaks3 gavfﬂ’

4 iigh ernu¥9) Sedangkya yang dimaksud dengan ge H]B
Vaity: Para pejap a4 Yang disebutkan g; dalam pasal



1. Kepala desa dan kepala kampung dan sekalian pejabat polisi Bumi
Putra lain yang rendah pangkatnya, apa pun juga namanya, di dalam-
nya termasuk polisi Bumi Putra di tanah partikulir, demikian juga
wykmeester dan kepala banga (timur) asing.

2. Kepala distrik dan onderdistrik, demikian juga mantri polisi yang
dibantukan padanya.

3. Pegawai dan pejabat polisi umum (polisi negara).
Mereka yang dengan peraturan yang khusus disuruh memegang per-
aturan itu atau supaya peraturan itu dituntut orang dan yang disuruh
mengusut perbuatan yang dapat dihukum yang dimaksud di dalam
peraturan itu, yakni sekedar yang mengenai perbuatan yang dimaksud
itu.
gajih yang diangkat sebagai polisi
kan ditetapkan dengan verordening
kekuasaannya pada akte angkat-

5. Pegawai polisi yang tidak dapat
dengan mengingat peraturan yang a
pemerintah, masing-masing menurut
annya. 10)

Di dalam rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana s&la-perti yang

disebutkan di atas, tidak di kenal adanya pegawai biasa dan jaksa pettt

bantu. Yang ada ialah penyelidik dan penyidik (Bab IV bagian 1), penyidik

Pembantu (Bab IV bagian 2) dan penuntut umum (Bab IV bag. B).
Yang bertindak sebagai penyelidik penyidik dan pembantu penyidik

menurut Bab IV RUU itu ialah pejabat kepolisian negara dan pegawai nfegeri
sipil tertentu yang ditunjuk untuk itu, sedang yang bertindak sebagi P
terdapat di dalam HIR tadi

nuntut umum jalah jaksa. Pembedaan yang

adalah didasarkan atas tugas dan wewenang yans diberikan kepada merel.{a
Itu. Pada umumnya tugas dan wewenang jaksa pembantu a}da%ah lebih
luas daripada pegawai pengusut biasa. Wewenang itu antara lain ialah me-
manggil orang yang tersangka melakukan perbuatan pidana, memanggil
saksi, keduanya itu untuk didengar keterangannya, menggeledah rumah/
badan dan menahan untuk sementara orang yang disangka telah melakulfan
Perbuatan Pidana itu. Wewenang yang tersebut terakhir itulah yang serng
Menimbulkan ekses yang sama sekali bertentangan dengan asas kemanusiaan
Yang adil dan beradab. Di samping jaksa pembantu, yang juga mem-
PUnyai wewenang untuk melakukan penahanan sementara terhadap orang
yang disangka melakukan perbuatan pidana jalah jaksa dan hakim. Wewe-
Nang ity dibesiian oleh pasalpasal 62, 72, 75, 83, ¢ ayat 1 dan 4, B3 f
ayat 5 dan 83 k ayat 3, dan 253 HIR. Akan tetapi untuk dapat meng:
gl_l“akaﬂ wewenang ini harus dipenuhi syarat-syarat tertentu seperti yang
dJ_Sebutkan oleh pasal-pasal 62 ayat 2, 75 ayat 1 dan 83 ¢ ayat 1 HIR.
Di samping itu bagi jaksa pembantu jika melakukan penahanan harus segera
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i engan
melaporkan kepada pegawai penuntut umum dalam vt/aktu 241J37“il (:yafal
cara mengirimkan salinan surat perintah penahanan ltu_(Pasak enahanan
HIR). Adapun lamanya waktu penahanan itu ialah 20 hari un;,% }L:ari untuk
yang dilakukan oleh jaksa pembantu (pasal 72 HIR), dan ot 4 HIR,
penahanan yang dilakukan oleh jaksa menurut pasal 83 c ay

] ; dahullla.ﬂ
dan dapat diperpanjang lagi 30 hari sampai selesai pemeriksaan pen
(voor onderzoek).

Meskipun Undang-Undan

t dan
g telah mengatur tata cara, syarat-syar?
lamanya penahanan sementa

an
a terhadap seorang tersangka, namun dle;ltailﬂya
praktek, lamanya penahanan ity seringkali melebihi waktu yaze mhaﬁkan
diperlukan untuk pemeriksaan sesuatn perkara dan kurang diper
segi-segi ke

. g 4 Seri-ﬂg
manusiaan darj orang yang ditahan itu, sehingga akibatny
kali Seseorang mengalami mas

ot
a penahanan yang tidak terbatas y:unsgﬂl -
lebih lama dar Pada hukuman yang harys dijalani menurut kepu
ngadilan,
Kejanggala_n-

anusid
kejanggalan itu semug di samping karena e $ajiba“'
yang menjalankap aturan ity kurang disiplin, kurang mematuhi ke
kewajibannya, juga ka

alu longg?"
rena faktor aturannya itu sendiri, yaitu terl
Nya aturan-aturan ity m;

s ! i Ula'
; » dan perpanjangan ini berlaku = Tgrrinp 3¢
M Juga cukup, dapat pula dimintakan perpanja ayat 4
untuk 30 h.an dsb. dsb, Seperti yang ditentukan oleh pasal 83 ¢

seles?
Panjangan terakhir ity pemeriksaan telah **. g

tap

oat
penderitaan yang Sa‘lﬁajﬂﬂaﬂ
danit g gan ketentuan-ketentuan teﬂt?“}f 113( o acara
Pat di dalam Rancangn U -Undang huX® o
ebutkan tag; . naang Un



(jaksa) hakim pengadilan negri, hakim pengadilan tinggi dan hakim Mah-
kamah Agung.

Penahanan sementara yang diperintahkan penyidik lamanya 20 hari
dan dapat diperpanjang untuk waktu 40 hari. Penahanan oleh jaksa lamanya
20 hari dan dapat diperpanjang untuk waktu 30 hari. Penahanan oleh
hakim pengadilan negeri lamanya adalah 30 hari dan dapat diperpanjang
untuk masa 60 hari. Penahanan oleh hakim pengadilan Tinggi (jika perkara
yang bersangkutan dimintakan banding) lamanya 30 hari dan dapat diper-
Panjang untuk waktu 60 hari. Dan jika putusan pengadilan tinggi ini di-
mintakan kasasi kepada Mahkamah Agung maka hakim pada Mahkamah
Agung berwenang memerintahkan p- 1ahan kepada terdakwa/terhukum se-
lama 50 harj dan dapat diperpanjang sementara itu berarti bahwa seorang
yang didakwa melakukan perbuatan pidana kemudian ditahan untuk ke-
Perl'uan pemeriksaan perkaranya kemudian waktu/masa penahanannya telah
habis iq harus dimerdekakan dari tahanan meskipun pemeriksaan perkaranya
belum Selesai, (dan jika masa tahanan itu melebihi waktu yang ditentukan
l'flm undang-undang, ia dapat menuntut ganti rugi. Di samping itu yang
l?blh Mmeényedihkan jalah sikap/anggapan dari para penegak hukum itu

aksa Pembantu, jaksa, hakim), bahwa orang-orang yang disangka telah
melakukan perbuatan pidana dan karenanya kemudian ditangkap, ditahan
dan dituntut di muka sidang pengadilan itu adalah orang yang bersalah
S‘?kaﬁpuﬂ kesalahannya itu belum dibuktikan adanya di sidang pengadilan.
S%kap buruk sangka ini dapat kita lihat dalam cara-cara pemeriksaan yang
dilakukap terhadap tegsangka itu, baik dalam pemeriksaan pendahuluan
Maupun. dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Pada umumnya
Para Petugas itu lebih cenderung untuk menganggap tersangka itu sebagai
Obyek Pemeriksaan daripada sebagai subyek dalam pemeriksaan yang ber-

Pan dengan pemeriksa sebagai subyek pula. Oleh karena i‘tu unt_uk
mefldapat keterahgan/pengakuan yang diinginkan dari tersang_ka 1t‘u sering

dilakukan dengan cara memaksa malahan sering kali juga disertai dengan
Penganiayaan-penganiayaan (pynbank) terhadap tersangka itu. Praktek yang
Gemikiay ini sebenarnya adalah termasuk larangan yang dinyatakan Qalam
422 KUHP, dan petugas yang melakukannya diancam der?gz.m P}d_i’“a
™ mMaximum empat tahun. Cara pemeriksaan yang demikian inilah
disebut cara pemeriksaan yang inquisitoir. Di dalam card pemenksag
Inqusitur inj hak-hak asasi dari sitersangka, hampir-hampir sama Se};isi

.abaikfm- Cara ini di samping tidak baik juga tidak sesuai dengan kfn:a_kai
di Ir-ldonesia dewasa ini. Dan karenanya harus sudah ditinggalkan dan dip
s){Stlm yang lebih sesuai yaitu systim accusatoir. & ki e
Muka sidang pengadilan sikap buruk sangka para penegas e et
Cap tersangka itu dapat kita lihat dari sering tidak di.perdullikﬂzlle YCharge
K dari tersangka, Misalnya tidak didatangkannya saksi-saksi

Pasal
Pénja
Yang
Yang
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i kontra

ang sangat diperlukan dan karenanya diminta oleh tersa_mgkﬂ Se:;ﬁ; o

t{ukti terhadap bukti-bukti yang telah diajukan o_leh ]aks::ﬁ ki Pl EnE
terangan tersangka/pembelanya dipotong oleh hakim dan

; enangkis
dak relevant, pada hal keterangan itu perlu dikemukakan untuk m
tuduhan terhadap dirinya, dsb. dsb.

= o . i keterangal
Sikap buruk sangka itu dapat kita lihat lebih jelas lagi dari ke
Dr. Wirjono Projodik

oro SH. seorang tokoh yang sangat terifenal dlkﬂlzzlia;]
para sarjana hukum yang semenjak tahun 1926 mengabdﬂf&ﬂ 'dldl:lam it

an telah menduduk jabatan yang tertmgglA siig
pangan itu pada tahun 1957 Yaitu sebagai Ketua Mahkamah Ag
sebagai berikut:

”Dalam praktek menurut pengalaman saya sendiri sebagm}d::n}:;a
seringkali kejadian hakim muyla; dengan menentukan keya o 1
tentang terbukti atay tidaknya sesuaty kejadian, dan baru ka

kim yakin betul, bah

ayd
wa terdakwa bersalah, maka diusahakan Sup
yang mencukupj syarat

dengan asas Praduga

8 UU no. 14/197¢. Tentang Poko keku o g samd
umum sub ¢ RUY Hap yang telah disebutiay di muka yang isiny
dengan pasal 14/2 yypg 1950, dr
Pasal itu adalap m kan jaminan tentan

berikan kepada se

ng
g kepastian hukum {;usibﬂh
Orang yang Secara kebetulan menerima
harus berurusan dengan polisi dap seb

«arlakt”
_ againya itu, agar tidak dlpflfo.
kan dengan SeWenang-wenang, Bahkan menypyt penjelasan dari UU ia
1970 tersebut dikatakap bah

erupa
tiap

swajid”
“san pribadi dan hak untuk tidak AV

kan membuktikap, bah dirinya tid;)k bermdlzill (beban Pembukuan
baﬁk/omgekeerde beWyslast). ono itV
L samping jty, Prasangka sajah SePerti yang dianut ojeh Dr. w‘nor}aﬂ 8
adalah sangat bertentangan den pri_nsip-prinsip hukum pembuk®! ng®
bagai yang ditentukan M pasal 294 R yang isinya sam? = g
Pasal 6 ayat 2 yy 10 14 tahuy 197, Pasal mana me“ghenda}agi" G
keyakinan hakim tentang kesalahap tersangka yang menjadi dasar ]:;it‘alat
untuk menjatyhkap pidana kepada tersangka ity didasarkan atas #
bukti minimum yang telah g; ;

Capai dj

-aﬂ
; bu}dl
i dalam sidang (systim pem
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yang negatif wettelyk). Bukan sebaliknya, yaitu diyakini dahulu kesalahan-
nya, baru kemudian dibuktikan/dicari buktinya. Kalau hakim sebelum me-
meriksa suatu perkara sudah mempunyai keyakinan bahwa terdakwa adalah
bersalah, maka niscaya pemeriksaannya itu akan sangat dipengaruhi ke-
yakinannya (sangat subyektif), sebab setiap orang tentu akan berusaha
untuk membenarkan keyakinannya sendiri. Dan karena itu alat-alat bukti
yang akan dicari itu tentu akan diusahakan dengan cara yang tidak obyektif,
sehingga putusannyapun akan sangat subyektif. Sebaliknya apabila hakim
memulai pemeriksaan itu dengan berpegang pada prinsip bahwa setiap orang
harus dianggap tidak bersalah (praduga tak bersalah), maka dalam meng:
usahakan bukti-bukti bagi tuduhan jaksa itu akan dapat dilakukan dengan
secara obyektif. Oleh karena itu praktek seperti yang diikuti oleh Dr. Wir-
jono itu harus segera ditinggalkan. Di samping itu perlu pula diperhatikan
bahwa dalam memeriksa suatu perkara pidana maka yang mula-mula harus
diusahakan jalah membuktikan tentang benar tidaknya tuduhan jaksa (ten-
tang perbuatan pidana), baru kemudian menentukan apakah terdakwa ber-
salah atau tidak. (tentang pertanggung jawaban pidana)

IV. KESIMPULAN-KESIMPULAN.

1. Hakhak asasi manusia yang diatur dalam UUDS 1950 adalah tfatap
berlaku sebagai hukum positif, meskipun UUDS itu sendiri telah tidak
beﬂakulqgv

“ Slhas praduga tak bersalah yang merupakan bagian daripada hakhak
asasi manusia itu meskipun sudah diatur di dalam hukum positif,
Namun dalam praktek hampir selalu diabaikan oleh para penegak
hukum  sendiri,

HARAPAN.

ts:lrcnoga sesudah diundangkannya RUU HAP itu nanti asas Pem“d?ﬂgaﬂ
e bersalah dapat dilaksanakan dengan baik seperti yang dikehendaki oleh
Taturan perundang-undangan yang berlaku.

o e o e
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